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ABSTRAK

Wilayah Indonesia dengan kekayaan alam yang dimilikinya memerlukan
peraturan atau regulasi yang dapat menjadi pondasi kokoh agar kelestarian dan
pemanfaatan keanekaragaman ini tidak bisa hilang. Berbicara tentang regulasi
pada saat ini indonesia berada pada kondisi yang rawan, melihat banyaknya
kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi, banyak regulasi yang
dipergunakan untuk menggeruk kekayaan alam sampai lupa akan resiko yang
ditimbulkan. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang sekarang menjadi pro
kontra dan perdebatan di kalangan pengiat lingkungan mengisyaratkan bahwa
adanya sikap ketidak pedulian pemerintah dalam Peraturan Pemerintah ini, bisa di
lihat pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, regulasi ini
mengisyaratkan kembali akan dibukanya ekspor pasir laut meskipun di dalamnya
juga terdapat lumpur untuk di karantina. Indonesia tidak belajar dari kesalahan 20
tahun lalu ketika terjadi pengerukan pasir laut dan permintaan ekspor yang tinggi
sehingga pengerukan pasir laut tidak terkontrol yang menyebabkan kerusakan
lingkungan yang parah yang pada akhirnya regulasi itu dicabut dengan adanya
Instruksi President Nomor 2 tahun 2002. Maka dari itu penulis tertarik meneliti
permasalahan ini dengan merelevansikannya dengan hukum lingkungan dan
maslahah oleh pendapat imam al-Juwayni al-Haramain.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaaka dengan sifat penelitian
deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum
primer yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023
tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan bahan sekunder yang
digunakan berupa buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya yang dapat
memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Teknik analisis data
penelitian bersifat deduktif dengan menggunakan teori maslahah dan hukum
lingkungan sebagai pendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa relevansi maslahah yang
terkandung didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Hasil Sedimentasi Dilaut tidak sampai kepada tahap yang
mengancam jiwa (Daruriyyah), akan tetapi ada salah satu unsur dalam daruriyyah
yang menjadi perhatian khusus yaitu Menjaga Harta (Hifzu Mal). Peraturan ini
hanya berada pada tahap Hajiiyah karena tidaklah sampai menyebapkan
permasalahan berat atau guncangan hidup umat manusia, namun hanya
menyebapkan kesulitan (masyaqgqgat). Relevasi yang lebih utama yaitu terhadap
hukum lingkungan yang mana peraturan ini di nilai dapat membahayakan
masyarakat pesisir apabila Peraturan Pemerintah ini tidak mendapatkan
pengawasan penuh dan dikhawatirkan dapat menyebapkan kerusakan lingkungan
yang lebih parah terkhusus daerah pesisir pantai terkait adanya regulasi yang
mengisyaratkan akan adanya penambangan pasir laut, nelayan dan penduduk yang
bertempat tinggal di sekitaran pesisir pantai akan merasakan imbas dari
penambangan pasir atau pengelolaan hasil sedimentasi ini oleh para penambang.

Kata Kunci: Maslahah, Hukum Lingkungan, PP No.23 Tahun 2023



ABSTRAC

The territory of Indonesia with its natural wealth requires rules or
regulations that can be a solid foundation so that the preservation and utilization
of this diversity cannot be lost. Talking about regulations at this time Indonesia is
in a vulnerable condition, seeing the amount of environmental damage and
disasters that occur, many regulations are used to extract natural resources to
forget the risks posed. The utilization of the results of sedimentation in the sea,
which is now a pro and con debate among environmental activists, indicates that
there is an attitude of government indifference in this Government Regulation, can
be seen in Article 9 of Government Regulation Number 26 of 2023, this
regulation hints at the reopening of the export of sea sand even though it also
contains mud to be quarantined. Indonesia did not learn from the mistakes of 20
years ago when there was sea sand dredging and high export demand so that sea
sand dredging was not controlled which caused severe environmental damage
which in the end the regulation was revoked by Presidential Instruction Number 2
of 2002. Therefore, the author is interested in researching this problem by relating
it to environmental law and maslahah by the opinion of Imam al-Juwayni al-
Haramain.

This type of research is library research with descriptive analytical
research using a normative juridical approach. The primary legal material used is
Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of
Sedimentation Results in the Sea, and secondary materials used in the form of
books, journals, or other scientific papers that can provide an explanation of the
primary legal material. The research data analysis technique is deductive by using
maslahah theory and environmental law as support to answer the problems in the
research.

The results of this study indicate that the relevance of maslahah contained
in Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of
Marine Sedimentation Results does not reach the life-threatening stage
(Daruriyyah), but there is one element in daruriyyah that is of particular concern,
namely Guarding Assets (Hifzu Mal). This regulation is only at the Hajiiyah stage
because it does not cause severe problems or shocks to human life, but only
causes difficulties (masyaqgat). The main relevance is to environmental law
where this regulation is considered to endanger coastal communities if this
Government Regulation does not get full supervision and it is feared that it can
cause more severe environmental damage, especially in coastal areas related to
regulations that imply the mining of sea sand, fishermen and residents who live
around the coast will feel the impact of sand mining or management of these
sedimentation results by miners.

Keywords: Maslahah, Environmental Law, PP No0.23 Year 2023
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BAB |
PENADAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat banyaknya sumber daya yang ada di Indonesia, khususnya di
bidang industri kelautan dan perikanan, maka sangat penting untuk kita sebagai
warga negara Indonesia menjaga dan memelihara aset-aset tersebut agar dapat
dimanfaatkan pada masa kini dan masa yang akan datang dalam kehidupan Kita.
Alih-alih menjaganya tapi sekarang kita sebagai manusia kadang dibutakan
dengan keserakahan sehingga menumbulkan berbagai macam permasalahan
lingkungan yang terjadi pada alam dan lingkungan hidup sekitar dikarenakan
pemanfaatan yang berlebihan yang dilakukan oleh sektor masyarakat, pemerintah
dan perusahaan negeri maupun swasta.

Besaran, prevalensi, dan tingkat keparahan permasalahan lingkungan
hidup semakin meningkat. Permasalahan yang ada tidak hanya mencakup tingkat
lokal dan translokal, tetapi juga mencakup dimensi regional, nasional,
transnasional, dan global. Dampak permasalahan lingkungan hidup bukan saja
terbatas pada beberapa komponen saja, namun saling berkaitan sesuai dengan sifat
lingkungan hidup yang kompleks dan saling bergantung. Jika suatu komponen
ekosistem terkena dampak suatu permasalahan, maka hal tersebut pasti akan
berdampak pada berbagai aspek lainnya.*

Kenyataan pahit ini bukan saja terjadi di wilayah tertentu, namun sudah

menjadi permasalahan di seluruh belahan dunia. Richard Stewart dan James E

IN.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga,
2004), him.1.



Krier mengkategorikan permasalahan lingkungan hidup ke dalam tiga kategori
utama: yang pertama, pencemaran lingkungan; lalu kedua, penggunaan atau
eksploitasi lahan yang tidak tepat; dan terakhir ketiga, pengerukan berlebihan
yang menyebabkan menipisnya sumber daya alam. Jika benang tersebut
dikencangkan maka akan mengakibatkan terganggunya kualitas lingkungan hidup,
antara lain menipisnya sumber daya alam, pencemaran, dan degradasi lingkungan
hidup. Akibat-akibat ini merupakan kelalaian dan pemanfaatan sumber daya alam
secara berlebihan.?

Di tengah pesatnya perluasan infrastruktur global, kejadian kejahatan
lingkungan meningkat baik dari segi skala maupun tingkat keparahannya.
Bangkitnya masyarakat konsumeris kontemporer yang mengutamakan
kepentingan ekonomi bertepatan dengan munculnya pelanggaran lingkungan yang
lebih rumit, termasuk pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut meliputi
pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah industri dan domestik, pencemaran
udara akibat kebakaran hutan dan emisi asap, erosi tanah dan pantai akibat
kegiatan pertambangan gelap, serta rusaknya terumbu karang yang berefek buruk
pada ekosistem laut.?

Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, SDA harus diberdayagunakan sedemikian rupa untuk kesejahteraan rakyat
yang sebesar-besarnya. Berlandaskan Pasal 28 H UUD 1945, setiap rakyat

Indonesia berhak atas memiliki lingkungan hidup yang baik dan kondusif.

2 Richard Stewart and James E Krier, Environmental Law and Policy, (New York The
Bobbs Merril co.Inc, Indianapolis), 1978.

3 Andesgur, Ivnaini. "Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan
Pestisida." Bestuur 7.2 (2019): him 54.



Menjamin kelestarian dan kesejahteraan lingkungan hidup merupakan tugas
pokok karena merupakan bagian integral dari hak asasi setiap warga negara
Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup tidak
hanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tetapi
juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, terdapat
peraturan menteri dan daerah lain yang menguraikan lebih lanjut mengenai
masalah lingkungan hidup.

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan lingkungan hidup
terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Peraturan
tersebut khusus berkaitan dengan pengelolaan sedimentasi di laut. Pengumuman
kebijakan ini dilakukan pada 15 Mei 2023. Strategi ini dilaksanakan sebagai
upaya komprehensif yang mencakup koordinasi, pemanfaatan, pengaturan dan
pengawasan sedimentasi di laut. Salah satu ketentuan strategi tersebut ialah
dengan mengizinkan ekspor pasir laut ke luar negeri. Pemanfaatan pasir laut
diatur dalam pasal 9 ayat 4 angka 2. Diperbolehkan untuk reklamasi di dalam
negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan infrastruktur oleh
swasta, dan ekspor.

Meskipun ekspor pasir laut tidak dilarang, namun ada berbagai prasyarat
yang harus dipenuhi oleh entitas komersial. Misalnya, perizinan, Kriteria
penambangan pasir laut, dan peraturan ekspor relevan karena kaitannya dengan
bea ekspor. Berlandaskan Pasal 10 Ayat 4, penjualan pasir laut hanya

diperbolehkan setelah mendapat izin usaha pertambangan untuk penjualannya dari



menteri yang bertanggung jawab membawahi urusan di bidang industri mineral
dan batubara.

Peraturan ini di setujui oleh Jokowidodo yang sudah 20 tahun ekspor ini
di larang sejak pemerintahan di era Megawati Soekarnoputri di tahun 2002
dikarenakan merusak alam karena pengerukan pasir laut. bahkan 2 pulau hampir
tenggelam dikarenakan pengerukan ini yaitu Pulau Nipan di Batam dan Pulau
Sebatik di Kalimantan Utara. Para pengamat maritim dan mantan menteri kelautan
dan perikanan (2014-2019) Susi Pujiastuti menolak akan adanya ekpor pasir laut
ini. Akan tetapi dari segi ekonomi ekspor pasir laut di indonesia memiliki
implikasi ekonomi kompleks dengan pendapatan ekspor yang dapat mendukung
pertumbuhan dan devisa negara, namun juga berpotensi merusak lingkungan
sehingga diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memberikan
manfaat jangka panjang bagi masyarakat indonesia.

Peneliti merasa permasalahan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk
dibahas dan dikaji yuridis normatif terkait kebijakan ini yang seharusnya dapat di
pertimbangkan dengan baik dan cermat. Melihat banyak kalangan yang
berpendapat bahwasanya kebijakan tidak boleh adanya vested didalamnya karena
kebijakan yang sewajarnya seharusnya akan berpihak kepada masyarakat, bangsa
dan negara dan benar-benar harus bebas dari intervesi serta kepentingan
kelompok-kelompok tertentu. Melihat adanya ekspor pasir laut ini tidak lain pasti
untuk kegiatan reklamasi baik di dalam maupun di luar negeri, akan tetapi jika

melihat dari hasil yang didapatkan negara dari ekspor pasir laut ini dirasa tidak



sebanding dengan kerusakan lingkngan yang terjadi akibat penambangan yang
akan terus-menerus dilakukan.

Akan tetapi di dalam kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 di dalamnya hanya membahas terkait
perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan saja, tidak melihat
jangka panjang akibat penambangan pasir laut ini, penulis merasa pemerintah
tidak belajar dari kejadian yang terjadi di tahun 2003 sehingga peraturan ekspor
pasir laut di hentikan. Ekspor pasir laut telah dilarang sepenuhnya oleh
pemerintahan sebelumnya sejak tahun 2003, sebagaimana tercantum dalam
Keputusan  (SK)  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan ~ Nomor
117/MPP/Kep/2/2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. ekspor
pasir. Larangan ekspor tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan
yang ditandatangani Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Sumarno pada
28 Februari 2003 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri,
dilakukan untuk memitigasi risiko kerusakan lingkungan yang luas.

Dengan kata lain bahwasanya penambangan pasir laut atau ekspor yang di
atur dalam kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 kemungkinan
besar akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan menciderai Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Bukan hanya itu saja akan banyak masyarakat yang akan merasakan imbas dari
penambangan pasir laut ini secara terus menerus oleh pihak swasta, meskipun
seperti yang Kita ketahui bahwasanya ekspor pasir laut ini harus memerlukan

proposal dan laporan oleh pihak penambang. Akan tetapi ini bukan mengenai



prosedur dan regulasi semata, akan tetapi ada keberlangsungan hidup masyarakat
yang akan terganggu oleh adanya penambangan laut ini, yang kita ketahui
bersama bahwa masyarakat pesisir pantai menggantungkan hidupnya dari
menangkap ikan di laut.

Sehingga dari berbagai permasalahan di atas penulis merasa ini
merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diangkat menjadi penelitian
yuridis terkait kelangsungan lingkungan hidup masyarakat. Penelitian ini juga
akan menganalisis Maslahah dari pendapat Dari guru Al-Gazali yaitu Imam Al-
Haramain Al-Juwayni keluarnya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Dilaut. Tidak hanya itu saja,
penulis akan mengaitkan permasalahan ini kedalam hukum lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan investigasi dan
analisa secara mendalam terhadap permasalahan yang timbul. Berikut
permasalahan yang akan dirumuskan dan dibahas:

1. Bagaimana analisis Maslahah dalam pendapat imam al-Juwayni melihat
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023?

2. Bagaimana hukum lingkungan melihat dampak lingkungan atas lahirnya
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam perspektif hukum
lingkungan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
Rumusan masalah penulis mengungkapkan tujuannya, yaitu:

a. Untuk menjelaskan analisis maslahah dalam pendapat imam al-Juwayni



melihat Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023
b. Untuk menjelaskan hukum lingkungan melihat dampak lingkungan atas
lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam perspektif
hukum lingkungan
2. Kegunaan

Manfaat yang ingin dicapai oleh riset ini ialah:

a. Kegunaan Teoritis
Riset ini bertujuan untuk menjadi sumber ilmiah definitif bagi
mahasiswa yang mempelajari hukum tata negara, khususnya yang
berkaitan dengan kajian maslahah yang termaktub pada Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengenai pengelolaan sedimentasi

di lingkungan laut

b. Kegunaan Praktis
Harapannya riset ini bisa sebagai pertimbangan bagi pemerintah
dunia khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dampak
buruk yang di hasilkan dari penambangan pasir laut serta dengan
secepatnya menemukan jalan solusi dari kerusakaan lingkungan yang
terjadi akibat penambangan yang berlebihan.
D. Telaah Pustaka
Beberapa tulisan memiliki item kajian yang selaras dengan tema riset ini.
Tulisan-tulisan tersebut ialah:
Penelitian Pertama Tinjauan jurnal yang di tulis Tamaulina Br. Sembiring

Yang Berjudul “Problem Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin



Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.” mahasiswa Universitas
Pembangunan Panca Budi (UNPAB) 2019, jurnal ini menyoroti pentingnya
peningkatan fokus dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan di sekitar sungai,
karena sejumlah besar anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan pengambilan
pasir tanpa izin. Disebabkan oleh kurangnya kemampuan anggota masyarakat
sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas hanya mengandalkan kekuatan fisik.
Riset ini memanfaatkan pendekatan triangulasi yang menggabungkan teknik
dokumentasi, observasi mendalam, dan wawancara. Temuan riset menunjukkan
bahwa permasalahan penegakan hukum lingkungan hidup di Desa Pantai Cermin
bermula dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bagi
kesejahteraan mereka. Kurangnya kesadaran ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor
seperti ketidaktahuan, kendala ekonomi (kemiskinan), pilihan gaya hidup,
keprihatinan kemanusiaan, dan terbatasnya pendidikan dan keterampilan

masyarakatnya.*

Penelitian Kedua tinjauan jurnal Atika Thahira yang berjudul
“Penegakkan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep
Negara Hukum” Mahasiswi Magister Himu Hukum di Universitas Andalas, 2020.
Perlindungan hak asasi manusia mencakup jaminan bahwa setiap warga negara
berhak atas penikmatan hak-hak dasar. Dalam masyarakat demokratis, setiap
individu dapat dengan bebas memanfaatkan hak-hak dasarnya. Salah satu hak

yang dijamin konstitusi ialah hak atas lingkungan hidup yang baik dan

4 Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa
Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In Prosiding Seminar Nasional Hasil
Penelitian (Vol. 2, No. 2, pp.him, 1629-1634).



berkelanjutan. Maka dari itu, perlu dipastikan kelestarian dan berfungsinya
lingkungan hidup dengan baik melalui penerapan undang-undang administratif
lingkungan hidup. Riset ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif sebagai
metodologinya. Metodologi riset yang dimanfaatkan ialah deskriptif-analitis, yang
mencakup penyediaan penjelasan rinci tentang standar-standar yang diselidiki dan
membangun hubungan dengan ide-ide dan sudut pandang yang dikemukakan oleh
para profesional hukum. Di Indonesia, konsep negara organik diterapkan pada
pelaksanaan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup. Artinya negara telah
menetapkan peraturan untuk mengatur dan mengendalikan segala kegiatan dan
usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Berlandaskan gagasan negara
pluralis. Menurut teori negara pluralis, negara mampu mengakomodasi berbagai
macam kepentingan yang ada di seluruh masyarakat. Negara telah memastikan
bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap lingkungan hidup yang baik dan
berkelanjutan dengan menerapkan peraturan pemerintah yang ramah lingkungan.®

Penelitian Ketiga tinjauan jurnal dari Olivia Anggie Johar dengan judul
”Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”. Mahasiswi
Universitas Lancang Kuning, 2021. Kesulitan penegakan hukum lingkungan
hidup di Indonesia dapat diatasi melalui dua pendekatan: pidana dan non-penal.
Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pidana adalah represif sedangkan non
penal bersifat preventif. Pada dasarnya, tindakan represif juga dapat dipandang
sebagai tindakan pencegahan dalam arti yang komprehensif. Penegakan hukum

lingkungan hidup di Indonesia dipengaruhi oleh campur tangan politik dan

5 Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari
Konsep Negara Hukum. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(2), him,260-274.
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kekuasaan dalam perumusan peraturan lingkungan hidup, kelangkaan sumber
daya manusia, dan terdapat mafia pada peradilan di dalam proses penegakan
hukum pidana lingkungan hidup. Kurangnya konsistensi antar peraturan, antara
peraturan dan sistem peradilan pidana, serta dalam penegakan hukum merupakan
tantangan besar dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.
Pendekatan yang efektif akan melibatkan peningkatan SDM, yang mencakup
kapasitas intelektual dan moral, untuk memastikan keberhasilan penerapan
undang-undang lingkungan hidup. Agar bisa mengatasi permasalahan lingkungan
hidup secara efektif, penting bagi semua departemen terkait untuk berbagi visi,
misi, arah, dan pemahaman menyeluruh mengenai undang-undang lingkungan
hidup. Hal ini akan memungkinkan terjadinya harmonisasi permasalahan
lingkungan hidup tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, pengusaha,
pemerintah, dan lingkungan hidup. Untuk menjamin kelestarian lingkungan
hidup, pemerintah perlu menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dalam
seluruh program pembangunan.®

Penelitian keempat rujukan jurnal Ivnaini Andesgur yang berjudul
“Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida”
Menyatakan bahwa penggunaan pestisida telah menjadi komponen integral dalam
praktik petani dan industri pertanian. Pestisida, yang diklasifikasikan sebagai
senyawa berbahaya B3, ialah polutan organik persisten (POPs) yang
menimbulkan risiko signifikan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Riset ini

memanfaatkan metodologi riset hukum doktrinal/normatif, dengan fokus pada

6 Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di
Indonesia. Jurnal limu Lingkungan, 15(1), him,54-65.
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penafsiran dan analisis undang-undang. Data dikumpulkan melalui tinjauan
komprehensif terhadap literatur yang ada, dan selanjutnya dilakukan analisis
kualitatif. Yang dimaksud dengan ‘“penegakan hukum dalam pengelolaan
pestisida” mencakup tiga sistem hukum yang memuat beberapa komponen, antara
lain struktur, substansi, dan budaya. Selain itu, mengenai penegakan hukum dalam
pengelolaan pestisida dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu penegakan hukum
yang bersifat preventif dan yang bersifat menghukum. Pengaturan pestisida oleh
aparat penegak hukum merupakan ikhtiar bersama antara pemerintah pusat dan
daerah untuk meminimalkan dampak buruk pestisida terhadap kesehatan manusia
dan lingkungan. Tujuannya ialah meningkatkan kesadaran masyarakat di kalangan
pengguna pestisida, fasilitas produksi, dan badan pemerintah yang bertanggung
jawab memberikan izin produksi, guna mendorong lingkungan hidup yang aman
dan sehat.”

Penelitian kelima rujukan jurnal Eric Rahmanul Hakim yang berjudul
“Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan”
menjelaskan dan mengevaluasi dimensi kriminal dari masalah lingkungan.
Penegakan peraturan lingkungan hidup memainkan peranan penting dalam
menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Memang
benar, sektor lingkungan hidup dilanda banyak pelanggaran dari berbagai sudut
pandang, yang menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan dan
dampaknya di masa depan. Riset ini memanfaatkan pendekatan riset yuridis

normatif, yaitu gaya riset dogmatis. Riset ini mengadopsi desain riset deskriptif

7 Andesgur, 1. (2019). Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan
Pestisida. Bestuur, 7(2), hlm, 93-105.
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dan memanfaatkan analisis deskriptif-analitis. Riset menemukan bahwa
pemerintah mempunyai peran penting dalam mitigasi kerusakan lingkungan,
karena pemerintah merupakan komponen integral dari masyarakat Indonesia.
Untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, pemerintah
harus mengoptimalkan program tersebut. Sesuai dengan UUPPLH Nomor 23
Tahun 1997, selanjutnya direvisi dengan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.
Diharapkan peraturan perundang-undangan ini bisa berfungsi selaras dengan
keadaan sekarang dan masa depan. Namun demikian, penegakan undang-undang
ini masih memunculkan pelanggaran di kalangan masyarakat. Kurangnya
pengetahuan oleh pihak-pihak terkait bahwa perlunya menjaga alam dan
lingkungan hidup menjadi salah satu penyebab kegagalan penerapan peraturan
yang ada. Maka dari itu, tindakan kriminal dipandang sebagai solusi untuk
menegakkan hukum lingkungan.®

Penelitian keenam rujukan jurnal oleh Reza aditya dan tetty Marlina
Tarigan, yang berjudul “pro dan kontra peraturan pemerintah nomor.26 tahun
2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi dilaut: perspektif siyasyah syar’iyyah”
Tujuan dari riset ini ialah mengetahui kelebihan dan kekurangan yang timbul dari
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Sedimentasi di Laut. Di samping itu, bertujuan untuk mengkaji perspektif
yurisprudensi Syariah Biasa terhadap peraturan ini. Metodologi riset yang
dimanfaatkan ialah hukum yuridis normatif yaitu bersifat deskriptif. Sumber data

yang dimanfaatkan meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan

8 Hakim, E. R. “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan”.
Media Keadilan: Jurnal IImu Hukum, 11(1) (2020), him, 43-54.
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datanya memanfaatkan riset kualitatif di perpustakaan, memanfaatkan sumber
daya seperti buku, jurnal ilmiah, kamus bahasa, dan materi lain yang relevan.
Temuan riset menunjukkan bahwa keputusan diperbolehkannya ekspor pasir laut
mendapat tentangan dari berbagai kalangan akademisi, organisasi masyarakat
lingkungan hidup, dan DPR RI. Literatur akademis yang menjadi landasan untuk
merumuskan peraturan ini dianggap terlalu dini, karena kurangnya dukungan dari
konferensi yang membahas potensi sebaran, lokasi ekstraksi sedimentasi,
komposisi sedimentasi, teknologi yang dimanfaatkan, serta risiko dan prospek
ekonomi yang terkait. Pandangan fiktif tersebut menggugat keselarasan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penanganan Akibat Sedimentasi di
Laut dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari modifikasi
sistem yang mengakibatkan kembalinya ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak
aktif.®

Penelitian ketujuh rujukan jurnal oleh Arman Jauhari dan Agus Surono
yang berjudul “pengaruh kebijakan izin ekspor sedimentasi pasir laut terhadap
keadilan ekologis pada kesejahteraan masyarakat pesisir pantai” Tujuannya ialah
untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut guna mempertahankan kapasitas
ekosistem pesisir dan laut, sehingga meningkatkan kesejahteraan laut. Hal ini
melibatkan pengaturan proses alam yang mengganggu pengelolaan sumber daya
laut dengan mengendalikan pengelolaan produk sedimentasi di laut.Artikel ini
bertujuan membahas dampak dari diperbolehkannya kembali pengerukan dan izin

ekspor sedimentasi pasir laut terhadap keadilan ekologis dalam perspektif hukum

9 Aditya, R., & Tarigan, T. M. (2023). Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Figh Siyasah
Syar’iyyah. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 1106-1117.
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lingkungan hidup dengan menggunakan metode penelitian yuridis dan analisis
data kualitatif agar diperoleh manfaat bagi masyarakat pesisir laut yang
terpengaruh secara langsung akibat pengerukan semidentasi pasir laut dan dapat
melakukan upaya hukum yang ditempuh baik kepada Pemerintah dan/atau
Kementerian terkait.t

Penelitian kedelapan rujukan dari jurnal oleh Ibra Fulenzi dkk. Tujuan
riset ini ialah melakukan analisis komprehensif terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2023 tentang Akibat Sedimentasi di Laut, khususnya terkait
dengan kebijakan ekspor pasir laut. Riset ini mengkaji aspek hukum yang
berkaitan dengan peraturan yang mengatur ekspor pasir laut. Hal ini mencakup
analisis prosedur, persyaratan, dan sanksi yang diuraikan dalam peraturan ini.
Selain itu, riset ini akan menilai kesesuaian peraturan tersebut dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). Kajian
hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Ekspor
Pasir Laut secara menyeluruh dan obyektif. Ketentuan dalam undang-undang
tersebut akan dibandingkan dengan asas ketatanegaraan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti konsep
keadilan, pelestarian lingkungan hidup, dan perlindungan hak asasi manusia,
dengan memanfaatkan metode legislasi. Riset ini juga mengkaji dampak
kebijakan ekspor pasir laut terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat,

meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi ini menyelidiki potensi

10 Jauhari, A., & Surono, A. (2023, November). Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor
Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai.
In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 5, No. 1, pp. 68-86).
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nilai ekonomi yang diperoleh dari ekspor pasir laut, serta pengaruhnya terhadap
sektor industri dan perekonomian Indonesia. Studi ini bertujuan untuk
memastikan dampak sosial dari ekspor pasir laut terhadap masyarakat lokal, yang
mencakup dampak terhadap mata pencaharian, praktik budaya, dan dinamika
sosial.*

Penelitian kesembilan merujuk pada jurnal oleh suhardi dan raffiudin yang
berjudul ”Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi
Makassar New Port” Tujuan dari riset ini ialah mengkaji hubungan oligarki yang
diwujudkan sebagai aliansi predator dalam operasi penambangan pasir laut di
lokasi reklamasi Makassar New Makassar (MNP). Berlandaskan Vedi Hadiz dan
Robison, oligarki diartikan sebagai struktur kekuasaan yang memungkinkan
terjadinya akumulasi kekayaan dan otoritas, serta perlindungan kolektifnya. Riset
ini memanfaatkan teori oligarki yang dikemukakan oleh Robison-Hadiz dan
Winters untuk mengkaji proses akumulasi modal dan perlindungan kekayaan.
Riset ini memanfaatkan metodologi kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara
mendalam untuk mengumpulkan data primer dan melakukan tinjauan literatur
untuk menganalisis data sekunder. Riset menunjukkan bahwa oligarki, yang
ditampilkan sebagai aliansi predator, muncul dari interaksi politik dan ekonomi
antara pemerintah dan pengusaha. Tujuannya ialah mendapatkan kendali atas dan
mempertahankan SDA, dengan mengandalkan aturan kebijakan politik. Alokasi
reklamasi yang diusulkan mencakup kepentingan pengusaha yang memiliki

afiliasi dengan pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk tujuan komersial.

L Amri, I. F., Fadhillah, S. A., Minga, B. W., Andriani, K., & Ramdhani, D. S. (2023).
Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir
Laut. UNES Law Review, 6(1), 2338-2350.
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Sumber daya listrik pemerintah siap memberikan hak eksklusif, hak istimewa, dan
tindakan pengamanan. Maka dari itu, hubungan saling ketergantungan antara
politik dan bisnis, yang ditandai oleh sekelompok kecil individu yang berkuasa,
membentuk sistem otoritas yang dimanfaatkan untuk menjaga kekayaan'?

Penelitian kesepuluh berbasis jurnal oleh Cristiani Tanuri dengan judul
“Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau
Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007” Riset ini bertujuan untuk mengkaji
kegiatan yang dilakukan pelaku (A) yaitu melakukan penambangan pasir laut di
Desa Dasuk sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur tentang
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika penambangan pasir laut di
Desa Dasuk menimbulkan kerusakan lingkungan, hal itu bisa diatur dalam Pasal
73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*®

Uraian di atas menyoroti bahwa perbedaan utama antara riset yang satu
dengan riset yang lain terletak pada penekanan risetnya. Kajian di atas mengkaji
lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Serta
lebih memfokuskan terhadap kurangnya peran pemerintah dan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perawatan lingkungan. Pada

penelitian lain pun yang penulis lihat untuk saat ini yang mengkomparasikan

12 Raffiudin, R. (2023). Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi
Makassar New Port. VOX POPULI, 6(1), 50-65.

13 Tanuri, C. (2020). Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan
Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Jurnal Education and
Development, 8(3), 7-7.
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hukum islam terlebih khusus maslahah masih belum ada.
E. Kerangka Teoritik

Teori dalam riset berfungsi sebagai landasan konseptual dan kerangka
hukum yang kuat bagi penulis. Berlandaskan pandangan di atas, penulis mengkaji

topik utama yang disajikan, yaitu:

1. Teori Maslahah

Al-maslahah sinonim dengan al-salah, kata benda yang berasal dari kata
kerja infinitif saluha. Ini menunjukkan antitesis dari keburukan, bebas dari
kekurangan, memiliki kebaikan, kebenaran, dan ketabahan. Kata ini juga
dimanfaatkan untuk menandakan keunggulan, kejujuran, kesempurnaan,
organisasi, terpuji, kegunaan, kejujuran, dan ketulusan seseorang atau sesuatu.

Secara teknis, maslahah ialah pelestarian makna atau prinsip syariah,
Khususnya pelestarian manfaat atau pencegahan kerugian bagi kehidupan
manusia. Namun istilah al-maslahah al-murlahah yang dimanfaatkan mengacu
pada konsep kepentingan atau kemaslahatan manusia yang tidak diatur secara
tegas dalam peraturan syara', dan tidak ada pedoman khusus mengenai
diperbolehkan atau dilarangnya hal tersebut.**

Dalam konteks hukum Islam, Maslahah lazim dipandang sebagai asas
yang menjadi pedoman dalam penciptaan hukum. Dipercaya bahwa setiap
Maslahah boleh dan segala sesuatu yang diperbolehkan pasti sejalan dengan
Maslahah.

Saat ini maslahah masih merupakan konsep yang luas dan belum diakui

14 Abd al-Wahab Khallaf, ‘ilm Usul al-Figh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H/1978 M),
him. 84.
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secara formal sebagai istilah hukum. Berlandaskan analisis Paret, hal itu tidak
ada pada zaman Malik atau Syafii. Meski demikian, pemanfaatannya
berkembang pada era pasca Syafi'i.’® Meski demikian, temuan Parit tidak
membantah potensi pemanfaatan konsep seperti Maslahah sebagai faktor
hukum yang diamati pada era pra-Syafi'i namun belum diartikulasikan secara
eksplisit dalam konteks terminologi hukum teknis.

Maslahat ialah pembentukan Undang-Undang yang mengutamakan
terpeliharanya kepentingan dan keuntungan manusia. Meskipun istilah
“Maslahah” tidak dimanfaatkan sebagai frasa hukum tertentu pada masa Imam
Malik dan Imam As Syafi’i, namun konsep Maslahah sering dikaitkan dengan
Imam Malik. Penegasan ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa di antara
empat pemimpin pendiri mazhab saat ini, Malik lah yang paling sering
memanfaatkan konsep Maslahah.*®

Al-Juwaini menegaskan bahwasannya tujuan dari syara merupakan
rujukan utama dalam menentukan suatu maslahah. maka dari itu, keabsahan
suatu masalah dapat dijadikan sebuah dasar dalam perumusan hukum,
tergantung pada kesejalanannya dengan tujuan Syarah. Al-Juwayni ini
selanjutnya menekankan bahwa tentang apa senada dengan apa yang
diterapkan oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW yang dinamai oleh al-

Juwaini dengan al-mustarsilin.t’

15 R. Peret, “Istihsan dan Istislah” The Encyclopedia Of Islam, New Edition, eds, E van
Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat (Leiden : E.j Brill, 1978) vol. IV, him.257.

6 Ahmad al-Raysuni, Nazariyyat al-Magasid Inda al-Syatibi (beirut : al-Mua’ssasah al-
Jami’iyyah li al-Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi’, Cet.Pertama, 1312 H/1992 M), him. 65.
Yl ihat lbid., him. 1203-1204.
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Pemikiran tentang maslahah ini selanjutnya dibicarakan kembali dengan
intensitas yang lebih tinggi dan uraian lebih rinci oleh al-Syatibi (w. 790
H/1388 M). al-Syatibi dalam karyanya yang bernama Al- Muwafakat.®
Bagaimana yang dilakukan oleh al-Ghazali, al-Syatibi juga mengelompokkan
maslahah yang bersifat duniawi dan ukhrawi ke dalam tiga kategori yaitu:
daruriyah, hajjiyah dan tansiniyah.!® Maslahah yang dimaksud oleh al-Syatibi
sejalan dengan pendapat Al-Ghazali yaitu membahas pemeliharaan agama,

jiwa, keturunan, harta dan akal.?°

2. Hukum Lingkungan

Pengaturan hukum lingkungan hidup di Indonesia dituangkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1.
Berlandaskan Undang-Undang ini, lingkungan hidup meliputi keseluruhan
ruang fisik, beserta seluruh entitas, kekuatan, keadaan, dan organisme,
termasuk manusia. dan tindakan mereka, yang berdampak pada keberlanjutan
dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Peraturan Perundang-
Undangan ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup secara sistematis, dengan tujuan mencapai keseimbangan yang harmonis
antara lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia. Selain meningkatkan

kesejahteraan dan keseimbangan, UU No. 32 juga mengatur upaya menjaga

18 Al-Syatibi, Al-Muwafagat, Jilid 2, him.20.
9 Ibid.

20 1bid., him. 8.
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kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi kerusakan lingkungan.?:

Permasalahan lingkungan hidup mencakup permasalahan hukum dan
kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan politik. Rachmad K. Dwi Susilo
menegaskan, pembahasan politik pada hakikatnya melibatkan pembahasan
konsep kekuasaan dan otoritas. Maka dari itu, pembahasan topik-topik tersebut
akan erat kaitannya dengan apa yang biasa disebut dengan kebijakan.?? Dengan
demikian, persoalan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup disebut
sebagai kebijakan lingkungan hidup. Penyebab utama kerusakan lingkungan
hidup di Indonesia lebih disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan resmi dan
bukan karena aktivitas individu.

Chalid Muhammad menegaskan, istilah yang dimanfaatkan untuk
menggambarkan jalannya kebijakan hukum di bidang lingkungan hidup disebut
dengan politik hukum lingkungan hidup.?® Politik hukum lingkungan hidup
mengacu pada pelaksanaan strategis kebijakan hukum oleh negara atau
pemerintah dengan tujuan menjaga dan mengelola lingkungan hidup guna
mencapai maksud dan tujuan tertentu. Namun demikian, efektivitas undang-
undang lingkungan hidup tampaknya masih lemah dalam mengatasi berbagai
permasalahan lingkungan hidup. Menurut Muhammad Akib, salah satu faktor
penyebab permasalahan ini ialah kurangnya pemahaman, penerapan, dan

penegakan prinsip dan norma hukum lingkungan hidup, serta tidak selaras

21 Suseni, Komang Ayu. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun
Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat." Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu 5.1 (2021): him,1-7.

22 gusilo, Rachmad K. Dwi. (2009). Sosiologi Lingkungan, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, him. 132.

23 Chalid Muhammad, “Pulihkan Indonesia!”, Harian Kompas, Senin, 6 Juni 2011
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secara komprehensif dengan agenda politik.2

Dalam skenario ini, orientasi politik hukum lingkungan hidup, khususnya
dalam pelaksanaan pembangunan, harus berpihak pada lingkungan hidup (eco-
development) atau fokus pada menjaga lingkungan hidup sejalan dengan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini  menjamin
kelestarian dan keberlanjutan kapasitas lingkungan untuk mendukung
kesejahteraan generasi mendatang.?® Kebijakan tersebut memuat komponen-
komponen yang pada dasarnya pro lingkungan hidup, sebagaimana
dikemukakan oleh Jimly Asshidigie yang menilai UUD 1945 sebagai salah satu
konstitusi paling ramah lingkungan di dunia, meskipun ketentuan lingkungan
hidup di dalamnya terbatas (disebut sebagai "konstitusi hijau muda™).?

Permasalahan ketidakadilan lingkungan hidup yang sering kita jumpai di
Indonesia telah beralih dari sebuah konsep yang terkesan teoritis menjadi
sebuah hal yang memerlukan advokasi aktif, sebagaimana disampaikan Sonny
Keraf bahwa keadilan harus ditegakkan secara aktif.?’ Pencapaian agenda
perubahan keadilan lingkungan pada akhirnya bergantung pada perolehan
otoritas hukum dan politik yang substansial dan komprehensif, yang mencakup
berbagai elemen masyarakat yang penting. Di samping itu, dukungan dari para

intelektual berdedikasi yang memprioritaskan reformasi lingkungan dan

2 Akib, Muhammad. (2013). Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya
dalam Produk Hukum Otonomi Daerah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, him. 1x

% Asshidigie, Jimly. (2010). Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas, him. 283.
% |bid.

27 Keraf, Sonny. (2010), Etika Lingkungan Hidup, Jakarta: Kompas, him. 2
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mengintegrasikannya ke dalam wacana arus utama sangat diperlukan.
F. Metode Penelitian
Riset pada dasarnya ialah proses mencari fakta secara sistematis untuk
menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek riset. Metode riset ialah
pendekatan sistematis dan teliti untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan
penerapan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Studi yang dilakukan untuk upaya ilmiah ini melibatkan tinjauan
komprehensif terhadap literatur yang relevan, terutama melalui riset
perpustakaan. Ekstraksi dan analisis seluruh data dilakukan dengan
menggunakan metodologi kualitatif. Riset kualitatif, berlandaskan
Bogdan dan Taylor, melibatkan pengumpulan data deskriptif tentang
ucapan, tulisan, dan perilaku yang bisa diamati langsung dari partisipan
itu sendiri.?® Selanjutnya subjek riset diteliti dengan memanfaatkan
konsep maslahah

2. Sumber Bahan

Dalam melakukan riset, penting untuk membedakan antara bahan
hukum primer yang dikumpulkan langsung dari Peraturan Pemerintah
Nomor 26 tahun 2023 dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari
bahan pustaka. Bahan primer iyalah bahan yang dikumpulkan dari
Peraturan Pemerintah yang akan di analisis, sedangkan data sekunder

biasanya mengacu pada informasi yang diperoleh melalui bahan pustaka.

2 Pip Jones, PengantarTeori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-
modernisme, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016),him. 114.
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Bahan hukum yang disajikan pada riset ini diperoleh dari dua sumber
hukum, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Sumber bahan hukum primer riset ini ialah Peraturan
Pemerintah  Nomor 26 Tahun 2023 yang khusus mengatur
mengenai pengelolaan hasil sedimentasi dilaut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder mengacu pada fakta yang diperoleh
melalui riset ekstensif yang dilakukan di perpustakaan, yang
mencakup literatur dan temuan ilmiah dari sumber hukum yang
relevan dengan topik yang sedang dibahas. Bahan tersebut bisa
mencakup beberapa jenis sumber seperti buku, tesis, disertasi,
jurnal, peraturan, artikel, dan lembaga terkait, serta teori hukum.
Sumber-sumber ini bisa menjadi sumber berharga untuk membantu
penelitian yang sedang dilakukan. Seperti buku fikih peraturan
Perundang-Undangan serta kajuan teori hukum islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan tersier ialah bahan-bahan yang memberikan
panduan dan penjelasan terhadap informasi primer dan sekunder.
Contoh sumber tersebut antara lain kamus hukum, ensiklopedia,
dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini melibatkan analisis

deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan kajian komprehensif
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terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait. Temuan-temuan
tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum tertentu
yang relevan dengan permasalahan yang diamati.
. Pendekatan Penelitian

Penerapan strategi ini pada riset sangat penting untuk
meningkatkan penekanannya. Penulis memanfaatkan metodologi
yuridis normatif, khususnya mengandalkan sumber hukum primer
untuk menganalisis teori, konsepsi, asas hukum, dan peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan riset ini.
. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan
studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan bahan dengan melakukan
penelusuran dan menelaah bahan hukum dengan cara membaca,
menelaah,  mengklarifikasi, = mengidentifkasi, dan  dilakukan
pemahaman berupa peraturan Perundang-Undangan serta buku-buku
literatur yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Hasil dari kegiatan
pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan
secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen.
Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-
konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Relevansi Maslahah Dan Hukum
Lingkungan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut” maka sistematika dalam penulisan tesis
ini ialah:

Bab pertama berfungsi sebagai bagian pendahuluan, memberikan
gambaran menyeluruh mengenai riset penulis. Tujuannya ialah mengevaluasi
signifikansi riset dan membedakannya dari penelitian lain. Bab ini mempunyai
bagian-bagian sebagai berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan riset,
kegunaan riset, tinjauan pustaka, kerangka teori, teknik riset, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua memberikan kajian teori hukum lingkungan hidup yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pengendalian sedimentasi di
laut, beserta konsep maslahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Hal ini juga
mengeksplorasi dampak terhadap lingkungan pesisir, sumber daya alternatif,
dan politik hukum seputar teori dan konsep ini, yang penting untuk
menganalisis objek penelitian.

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, sejarah dan histori
dari adanya Peraturan Pemerintah, latar belakang terbitnya Peraturan
Pemerintah dan problematika yang terjadi, dan membahas dampak dari
lingkungan hidup, serta melihat pandangan Islam terkait manfaat dan masalah

yang terjadi setelah penambangan pasir laut ini.
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Bab keempat merupakan pembahasan penulis mengenai dampak hukum
lingkungan dari Peraturan Pemerintah No0.26 tahun 2023 tentang Pengelolaan
Hasil Sedimentasi di Laut. Pada bab ini merupakan tahap analisis penulis
terkait riset, untuk bisa memahami analisis mulai dari pandangan maslahah
Terhadap Politik Hukum, bagaimana Hukum islam dalam hal ini maslahah
melihat sudut pandang dari hukum lingkungan terkait dampak penambangan
pasir laut di daerah pesisir pantai yang tersebar di Indonesia.

Bab kelima berfungsi sebagai tahap akhir, yang mencakup kesimpulan
dan rekomendasi penulis sehubungan dengan riset ini. Kesimpulan
memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dengan memperhatikan
aspek-aspek kunci penyelidikan. Kesimpulannya merupakan representasi
ringkas dari temuan analisis. Saran ialah masukan penulis mengenai pokok
riset, bertujuan untuk memberikan inspirasi dan menghasilkan informasi baru
dalam bidang llmu Syari’ah atau Hukum Tata Negara, khususnya untuk semua

para pemangku kekuasaan agar menjadi perhatian lebih dalam membuat aturan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Adapun kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah dari penulisan

tesis ini sebagai berikut:

Analisis Maslahah dalam pendapat imam al-Juwayni melihat Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi
Dilaut dapat disimpulkan dari perdebatan terkait permasalahan yang terjadi
pada Peraturan Pemerintah apabila pengelolaan sedimentasinya di lakukan
secara baik dan benar atas dasar kepentingan kesehatan biota laut dan
mempermudah mobilitas nelayan, maka hukumnya yaitu mubah karena ada
kemaslahatan didalamnya. Akan tetapi, apabila pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini dilakukan sampai menyulitkan (Hajiiyah) atau sampai
ketahap mengancam jiwa (Daruriyyah) maka hukumnya haram.

Analisis Hukum Lingkungan melihat dampak lingkungan atas lahirnya
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam perspektif hukum
lingkungan menilai kekhawatiran yang utama pada Peraturan Pemerintahan
ini yaitu terdapat pada Pasal 9 bagian D, yang mana regulasi ini akan
menyebapkan kerusakan lingkungan kedepannya apabila tidak adanya
pengawasan dan kontrol oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap
Pengelolaan hasil sedimentasi ini yang takutnya akan berimbas pada
kerusakan ekosistem pesisir laut, jumlah ikan dan bahkan sampai

masyarakat terutama nelayan yang mencari kehidupan dilaut.
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B. Saran
Saran yang dapat penulis berikan agar menjadi masukan dan pertimbangan
sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
mempunyai wewenang terkait Peraturan Pemerintah ini harus lebih
memperketat pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan
pengelolaan hasil sedimentasi laut, baik itu lokasi pantai, keadaan
masyarakat sekitar pesisir, dan lebih utama yaitu penambangan tidak
boleh secara berlebihan tetap harus dalam taraf dan regulasi yang teah
diatur. Dengan begini tidak adanya penambangan yang merugikan
masayarakat daerah sekitar pesisir pantai.

2. Apabila pengawasan dan peninjauan sudah dilakukan akan tetapi masih
banyak penambangan yang secara masif dilakukan oleh pelaku usaha
maka pemerintah harus tegas menegur dengan administratif atau
pembayaran denda kerusakan. Bahkan pemerintah harus lebih tegas agar
penambang bisa ada efek jerannya, yaitu dengan melakukan pencabutan
izin penambangan yang dilakukan oleh pemilik usaha tersebut agar tidak
terjadi kerusakan lebih parah pada daerah pesisir pantai. Ketika semua
proses dan tahapan ini masih saja di langgar dan makin membuat
lingkungan menjadi rusak dan berdampak buruk bagi masyarakat, maka

pemerintah harus tegas merevisi Peraturan Pemerintah ini.
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